PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI
HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAE BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi Kasus Tanah Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

PHEARS1 @ Hor T Farmustakaan
1 BNERSL s

Diaj 2 gu&k __
T ra&dﬁu kumidan ?
! ar Sa 'l‘ﬁ Huku |

Q

2
f Klass
S 34, 043
™ nﬁ BUv 200N eH
Oleh F
{ el s o /

Iman Ikhsanto
NIM. 980710101001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI
HAK MILIK ATAS TANAII PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi Kasus Tanah Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi llmu Hukum dan mencapai

gelar Sarjana Hukum

Oleh :
IMAN IKHSANTO
NIM., 980710101001

Pembimbing ;
I Ketut Suandra, S.H.
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :
Asmara Budi D. Dharma Sutji, S.11.
NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

o Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu
kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri...

(QS : 13:11)*

* Al-Qur’an, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tlahi Rabbi dan shalawat
serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut
keluarga, para shahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya
penulisan skripsi dengan judul ;| PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS
HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi Kasus Tanah Kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember).

Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada
dibidang hukum pertanahan khususnya mengenai persoalan Hak Guna Usaha yang
menyangkut tentang peralihan Hak Guna Usaha menjadi Hak Milik dan perlindungan
hukum terhadap hak penggarapan masyarakat atas tanah perkebunan, maka penulis
ingin mengkayi lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal
tersebut penulisan skripsi im jupa merupakan tugas akhir sebagal syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Timu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

D1 dalam skripsi ini terdapat gambaran secara umum tentang bagaimana
pelaksanaan peralihan Hak Guna Usaha menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan
setelah berlakunya UUPA  dan  perlindungan  hukum yang diberikan kepada
masyarakat setempal atas tanah perkebunan (perkebunan Ketajek) serta bagaimana
penyelesaian akhir dari sengketa tanah Ketajek

Pada kesempatan imi penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak vang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :
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15, Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik
secara langsung maupun tidak langsung vang tidak dapat penulis sebutkan secara
keselwruhan,

Semoga skripsi yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada
lmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Apabila terdapat kesalahan,
kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka hal tersebut
bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya

memberikan kntik dan saran yang membangun,

Jember, November 2002 Penulis
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RINGKASAN

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Apgraria merupakan pedoman yang masih berlaku sampal saat imi  belumlah
memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak khususnya kalangan petani
akan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan dan kemerataan,

Banyaknya permasalahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) merupakan masalah
yang mendominasi konflik-konflik pertanahan yang menyangkut penguasaan tanah
dalam skala luas. Dalam kenyataannya, permasalahan tanah HGU (tanah bekas Hak
Erfpacht) merupakan warisan dari konflik pertanahan zaman kolonial yang dalam
perkembanpannya, juga muncul konflik tanah yang berasal dari penetapan
pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksananya,

Di dalam peraturan-peraturan pelaksanan dari UUPA khususnya yang
menyangkut dengan penetapan HGU, posisi petani (pemilik tanah) selalu kalah
dengan pemerintah maupun pemilik modal. Hal ini salah satunya terlihat dalam
mekanisme pelepasan hak atas tanah yang akan digunakan atau dihaki dengan HGU
tersebul. Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tersebut sering ditkuti dengan
paksaan, intimidasi dan klaim sepihak olch pemerintah atau pemilik modal, schingga
petani pada akhirnya tergusur dari tanah yang mereka kuasai selama ini tanpa adanya
ganti kerugian vang layak.

Tuntutan pemberian Hak Milik atas tanah terhadap tanah-tanah bekas Hak
Erfpacht yang sekarang menurut UUPA berubah menjadi HGU melalui tindakan
penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan jawaban dari kebutuhan
petani akan lahan pertanian dan kepastian hukum mereka sebagal subvek hukum
maupun tanah mereka sebagai obyek hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi
kebutuhan petani akan lahan garapan, maka perlu diadakan perubahan kebijakan di
bidang pertanahan yang lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum terhadap

A
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hak-hak petani, hal ini mengingat sasaran dari pelaksanaan Program Landreform
adalah untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang
merupakan sumber kehidupan masvarakat luas khususnya petani, sehingga dengan
pembagian tersebut dapat dicapai pembagian vang adil dan merata,

Mengingat situasi dan kondisi yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan
penyelesaian dengan menitikberatkan pada keadilan dan kemeretaan akan pemaatan
sumber daya alam, dalam hal ini tanah. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan
penmjauan kembali status penguasaan kedua belah pihak dalam hal ini mmasyarakat

petani dan pemegang HGU secara obyektif,

X1
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Mahaesa dan
merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah
bersifat abadi. Sebagai modal dasar pembangunan nasional, tanah mempunyai
karakteristik yang unik, yaitu multidimensional, multisektoral dan multidisiplin, Oleh
karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang manpun untuk masa yang
akan datang,

Landasan kebijakan (pohtik) pertanahan Indonesia adalah pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang mengamanatkan bahwa negara
sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi
diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal
tersebut dimaksudkan agar tanah dapat membenkan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Konflik yang bersumber dari persoalan tanah, terutama konflik vertikal antara
masyarakat dengan pemerintah menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan Belanda
terus bergulir dan tidak selesai. Masing-masing pihak yang terlibat konilik sama-
sama mengklamm paling berhak atas tanah yang menjadi sumber konflik, Ketepangan
antara masyarakat dengan pemerintah dan pengelola tanah-tanah tersebut terus
terjadi, sehingga sesekali wakiu muncul tindakan-tindakan radikal dalam bentuk
perusakan tanaman (misalnya pengbanggn pohon kopi, cokelat, tembakau milik PTP
atau PDP) dan pendudukan tanah secara paksa oleh masyarakat.
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(2]

Penyelesaian melalui jalur hukum belum atau bahkan tidak dapat
menyelesatkan konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan faktor-faktor teknis yang
menyangkut aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan politis. Fenomena penanganan
permasalahan pertanahan seringkali mengesampingkan kesejahteraan petani atas
kondisi pertanahan di Indenesia. Sering ditemui cara penanganan secara represif
terhadap petani, tindakan-tindakan pemerintah justru menampakkan  sosok
pemerintahan yang tidak netral dalam menghadapi konflik pertanahan vang terjadi.

Beberapa faktor yang muncul ke permukaan selama ini merupakan perbedaan
persepsi di antara keduanya. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah-tanah
yang dikuasai pemerintah selama ini adalah miliknya. Mereka beranggapan secara
historis yang membuka dan mengelola tanah tersebut pertama kalinya adalah nenek
moyangnya. Di pihak lain pemerintah mempertanyakan bukti otentik tentang klaim
masyarakat tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah
merasa paling berhak mengelola tanah tersebut.

Perbedaan persepsi tersebut merupakan pemicu terjadinya konflik yang
selama ini belum pernah muncul kepermukaan, apalagi sampai menimbulkan
tindakan radikal yang berbentuk kekerasan dan pemaksaan. Hal ini diperparah dengan
kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memahami prosedur yang harus
dilalui dan tidak sabar menunggu proses penyelesaiannya.

Aksi-aksi radikal yang terjadi di wilayah perkebunan disebabkan oleh adanya
faktor sosial, yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan tersebut terjadi tidak hanya
karena faktor ekonomi semata tetapi juga akibat perilaku yang tidak mengedepankan
rasio dan perusahaan perkebunan tetap mempertahankan sikap serta perilaku warisan
kolonial, sehingga terjadi jarak antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitar.

ﬁ:mbangunan sektor pertanian di samping untuk mencapai dan memperbesar
produksi pertanian juga adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petami, hal ini
dikarenakan petani merupakan sokoguru pembangunan nasional. Manusia petani

adalah mereka yang pencahariannya (pokok) mengusahakan tanah pertanian.
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Menurut rumusan pengertian petani dalam pasal 1 huruf ¢ Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebuikan bahwa petani adalah
orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian
pokoknya adalah mengusahakan untuk pertanian. Akan tetapi pada kenyataannya
dalam pasang surumya manusia (petani) kadang-kadang menjadi kambing hitam yang
terpojok antara kenyataan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan para pejabat, karena
dalam kenyataannya petani penggarap bukan pemilik tanah yang secara turun
temurun mengusahakan tanah perladangan sebagai tumpuan hidup anak cucu, bahwa
ternyata tanah yang diusahakan tersebut adalah termasuk kawasan hutan lindung atau
milik suatu PTP/PDP, sedangkan para petani sudah mendarah daging dengan
lingkungannya tersebut (tanah yang digarapnya).

.Daiam kenyataannya kita sering melihat bagaimana di satu daerah terdapat
beberapa orang, badan hukum atau pejabat pemerintah bahkan pemerintah dengan
kekuasaannya menjadi kaya raya dan menjadi makmur tetapi sangat banyak orang
lain menjadi miskin dan melarat karena tanah yang mereka kerjakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka diambil begitu saja tanpa memperhatikan sama sekali nasib
mereka selanjutnya.  *

E)h:h karena itu, perlu adanya suatu pengaturan hukum pertanahan vang
memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat
melndungi  hak-hak masyarakat setempat khususnya petani penggarap, melalui
peraturan perundang-undangan yang melihat adat istiadat dan masyarakat hukum adat
sctcmpal; )

Fenomena di atas terjadi pula di kebun Ketajek Desa Pakis dan Desa Suci
Kecamatan Panti Kabupaten Jember, masyarakat vang melakukan tindakan
penguasaan tanah atas Tanah Negara. Dalam sengketa ini melibatkan masyarakat
dengan pihak PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) yang saat ini menguasai lahan
dengan HGU. *

Be:dasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis
berkemginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul
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PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI
HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Tanah Kebun
Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember)
1.2 Ruang Lingkup x

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan akan mempermudah dalam
pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang hingkup permasalahan pada
bidang hukum pertanahan, yakni mengenai sengketa tanah Ketajek khususnya vang
menyangkut pelaksanaan peralihan TANAH BEKAS Hak Erfpacht menjadi Hak
Milik atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek setelah berlakunya Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 dan perlindungan hukum terhadap hak penggarapan masyarakat
atas tanah perkebunan serta penyelesaian aklir sengketa tanah Ketajek. 4
1.3 Rumusan Masalah i

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: *
I, bagaimana pelaksanaan peralihan tanah bekas Hak Erfpacht menjadi Hak Milik

atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek ?
2. bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penggarapan masyarakat atas tanah
perkebunan Ketajek ?

3. bagaimana penyelesaian akhir sengketa tanah Ketajek ?
1.3 Tujuan Penulisan  *
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam dua hal,

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :
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1.3.1 Tujuan Umum =
Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang bersifat umum,
yaitu:

. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi salah syarat
akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas
Jember ,

2. Merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada
bidang hukum agraria yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan
membandingkan dengan praktek .

3. Untuk mengembangkan pemikiran dan pengetahuan yang berguna bagi kalangan
umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater tercinta

Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan Khusus yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai bernikut:

l. Ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan peralihan tanah bekas Hak
Erfpacht menjadi Hak Milik atas tanah perkebunan pada kebun Ketajek setelah
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960,

2, Suatu upaya untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum tarhadap
hak penggarapan masyarakat selempat atas tanah perkebunan;

3. Untuk mendapatkan pengetahuan yang jelas mengenai penyelesaian akhir
sengketa tanah Ketajek.

1.4 Metodelogi Penulisan

Agar suatu tulisan ilmiah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka perlu
diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistimologis, ilmiah atau tidak
suatu skripsi adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaaan metode penulisan,

bahan atau data kajian serta metode penelitian.
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Oleh karena 1tu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodelogi
penulisan sebagai berikut :
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah
Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di

*

dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini
menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, (Soemitro, 1999:9).

Selain 1tu guna mendukung data yang ada penulis juga menggunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah yang melihat
bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah.
Penyelesaian masalah sengketa tanah Ketajek tidak semata-mata dari segi bekerjanya
hukum secara otonom, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu sebagai bagian
dari bekerjanya segi-segi kehidupan masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial,
politik, budaya dan lain sebagainya.

1.4.2 Sumber Data ¥

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data
yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan
dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang
biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi peneliti.(Hadikusuma,
1995:65).

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, maka dalam data sekunder ini
mengambil dan beberapa hal, yaitu:

a) Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi yang
dibahas;
b) Pendapat para sarjana;

¢) Keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat yang berwenang;
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d) Literature-literatur;
¢) Dokumen-dokumen yang mendukung guna penulisan skripsi, yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang.

Data-data sekunder tersebut di atas sebagian besar diperoleh penulis dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember vang masih menpunyai kaitannva dengan
penulisan skripsi ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mendukung data sekunder maka dalam
penulisan skripsi ini penulis juga memperoleh data melalui konsultasi dan wawancara
secara langsung dengan Bapak Tjahjo Arianto selaku Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dan Bapak Handoko selaku Ka.Subsi Permasalahan Hak atas
Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember maupun masyarakat Ketajek.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan
sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang
diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan, Dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui :
1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah
terientu dan merupakan proses tanya jawab, Dalam memperoleh data yang
berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, penulis melakukan wawancara
langsung dengan Bapak Tjahjo Ananto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember dan Bapak Handoko selaku Ka.Subsi Permasalahan Hak atas Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan data
dalam penulisan skripsi ini, sehingga didapat data yang benar-benar mewakili pokok
permasalahan vang akan dibahas.
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2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperolah sccara langsung
dilapangan yang menjadi obyek penelitian, melalui teknik observasi (pengamatan
langsung). Teknik observasi dilaksanakan di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan
Panti, dengan cara berkumpul dan berbicara berbagai hal yang memiliki keterkaitan

secara langsung dengan obyek yang diteliti.

1.4.4 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada
dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu
setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan
sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum
menuju hal vang bersifat khusus. (Soekanto. 1986:),
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sengketa tanah Ketajek berawal dari Tanah Negara bekas Hak Erfpach
Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 yang di kenal dengan nama Kebun
Ketajek I dan Ketajek Il atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD)
dengan luas keseluruhan 477,87 Ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967 yang
terletak di desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti.

Sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya
sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai 1955 dikuasai dan
dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing) yang kemudian sesudah tahun
1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar yang pada akhirnya kebun
tersebut dikuasai oleh masyarakat untuk tanaman kopi dan pertanian serta
pekampungan.

Pada tahun 1964 dengan SK. Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.
50/KA/64, kebun tersebut dinyatakan sebagai kebun terlantar dan untuk dibagikan
dalam rangka Landreform, Kemudian pada tanggal 17 Desember 1964 oleh Kepala
Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur SK. Menteri Pertanian dan Agraria tersebut
ditindaklanjuti dengan diterbitkan SK No.I/Agr/6/122/HM/I11 tentang Pemberian Hak
Milik dalam rangka Landreform, akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh
mengingat situasi dan kondisi politik pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1972 Bupati KDH Tingkat Il Jember selaku Direktur
Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) mengajukan permohonan Hak Guna
Usaha atas perkebunan Ketajek 1 dan Ketajek 11 seluas 477,87 Ha kepada Menteri
Dalam Negeri dengan surat No. 206/1/PDP/1972 tanggal 3 Juli tahun 1972 dengan
pertimbangan bahwa kebun tersebut tidak dikelola secara efektif dan efisien, sehingga
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BABII m —
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sengketa tanah Ketajek berawal dari Tanah Negara bekas Hak Erfpach
Verponding No. 2712 dan Verponding No, 2713 yang di kenal dengan nama Kebun
Ketajek 1 dan Ketajek 11 atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD)
dengan luas keseluruhan 477 87 Ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967 yang
terletak di desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti,

Sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya
sehingga menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai 1955 dikuasai dan
dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing) vang kemudian sesudah tahun
1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun terlantar yang pada akhirnya kebun
tersebut dikuasai oleh masyarakat untuk tanaman kopi dan pertanian serta
pekampungan.

Pada tahun 1964 dengan SK. Mentenn Pertanian dan Agraria No. SK.
50/KA/64, kebun tersebut dinyatakan sebagai kebun terlantar dan untuk dibagikan
dalam rangka Landreform. Kemudian pada tangpal 17 Desember 1964 oleh Kepala
Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur SK. Menteri Pertaman dan Agraria tersebut
ditindaklanjuti dengan diterbitkan SK No.I/Agr/6/122/HM/III tentang Pemberian Hak
Milik dalam rangka Landreform, akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh
mengingat situasi dan kondisi politik pada saat itu,

Kemudian pada tahun 1972 Bupati KDH Tingkat 11 Jember selaku Direktur
Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) mengajukan permohonan Hak Guna
Usaha atas perkebunan Ketajek 1 dan Ketajek I seluas 477.87 Ha kepada Menteri
Dalam Negeri dengan surat No. 206/1/PDP/1972 tanggal 3 Juli tahun 1972 dengan
pertimbangan bahwa kebun tersebut tidak dikelola secara efektif dan efisien, sehingga
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1974 terbit SK Menteri Dalam Negeri No. 12/HGU/DA/74 yang menyatakan bahwa :
SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/64 yang menetapkan tanah perkebunan
Ketajek I dan Ketajek 11 scbapai obyek Landreform tidak berlaku dan memberikan
HGU atas tanah Ketajek [ dan Ketajek 1T kepada Perusahaan Daerah Perkebunan
(PDP) Kabupaten Jember yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum sebaga landasan yuridis dalam penulisan skripsi vang
berjudul : PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT
MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus
Tanah Kebun Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember) adalah sebagai
berikut:
1. Undang-undang Dasar 1945 , Pasal 33 ayat (3).
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau biasa disebut UUPA, mengenai
a. Hak Milik : 1, Pasal 20 sampai dengan Pasal 27;
2. Pasal |, Pasal Il dan Pasal VII Ketentuan Konversi.
b. HGU : 1. Pasal 16, Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, Pasal 50 sampai dengan
Pasal 52 dan Pasal 56;
2. Pasal 1l sampai dengan Pasal IV dan Pasal VIII
Ketentuan Konversi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

L}

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai atas Tanah.
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar,

8. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah.

9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan.

I'1. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 50/KA/64 tentang Kebun
Terlantar.

12. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor:
I/Agr/6/122/HMATI tentang Pemberian Hak Milik,

2.3 Landasan Teori
23.1 Pengertian HGU

HGU merupakan hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat
modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh
negara, jadi tidak terhadap tanah selain milik negara dan tidak terjadi atas suatu
perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lam ( AP. Parlindungan,
1998 - 160).

Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, vang dimaksud dengan HGU adalah “hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka
wakiu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan perianian, perikanan
atau peternakan”. Sedangkan untuk jangka waktu yang dimaksud adalah
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29, yaitu :

1). HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;
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2).Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan
HGU untuk waktu paling lama 35 tahun;

3). Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka
waktu yang dimaksdu dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang
dengan waktu paling lama 25 tahun.

Menurut penjelasan dan UUPA maupun PP 40 tahun 1996, maka HGU ini
khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna pertanian
(perkebunan), perikanan dan peternakan. Di dalam pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996
dinyatakan bahwa :

(1). tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara,

(2). dalam hal tanah negara tersebut adalah merupakan kawasan hutan, maka
pemberiannya dapat dilakukan sctelah tanah vang bersanghkutan dikeluarkan
dari statusnya sebagai kawasan hutan.

(3). pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai
dengan  ketentuan yang berlaku, baru dapat dilaksanakan  setelah
terselesaikannya pelepasan hak tersebut.

(4). apabila di atas tanah yang akan diberikan HGU terdapai tanaman dawaiau
bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah,
maka pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberikan ganti kerugian yang
dibebankan kepada pemegang HGU

Berbeda dengan hak pakai, HGU hanya dapat diberikan untuk keperluan yang
memerlukan tanah dengan luas minimum 5 (lima ) Ha. Selain daripada itu HGU
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat juga dijadikan sebagai
obyek jaminan dengan dibebani hak tanggungan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut pasal 7 dan pasal 17 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA), seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum tidak diperkenankan
kepemilikan tanah secara latifundia, namun karena untuk usaha-usaha pertanian
(perkebunan), perikanan dan peternakan tidak mungkin hanya dengan menggunakan
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areal yang kecil, maka ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 merupakan
pengecualian dari pasal 7 dan pasal 17 UUPA yang membatasi kepemilikan hak atas
tanah seseorang secara berlebihan atau melebihi batas maksimum pemilikan tanah
yang diatur dalam UUPA (Soimin, 2001:34).

2.3.1.1 Subyek dan Obyek HGU

Dalam rangka pembenan hak atas tanah dalam UUPA, selain hak milik maka
HGU adalah merupakan bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan kepada
pemegang hak. Menurut pasal 30 ayat (1) UUPA menyatakan yang dapat mempunyai
HGU ialah :

a. warga Negara Indonesia;
b. badan hukum yang didivikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

Dari pengertian yang terdapat dalam ayat (1) tersebut di atas maka jelaslah
bahwa yang dapat memiliki atau sebagai subyek dari hak ini adalah Warga Negara
Indonesia dengan memperhatkan pasal 9 UUPA dan kemudian suatu Badan Hukum
Indonesia, dalam arti Badan Hukum yang didinkan menurut Hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Hukum Indonesia.

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan asing yang ingin menanamkan
modalnya dalam HGU haruslah dalam rangka Penanaman Modal Asing dan dengan
persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Prinsip nasionalitas
dari HGU mi merupakan implementasi dani pasal 9 UUPA, schingga dengan
demikian orang asing tidak dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia termasuk
HGU (Parlmdungan, 1998:161).

Dalam kaitannya dengan obyek HGU maka apa yang telah diuraikan dalam
pasal 28 UUPA kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 4 PP No, 40 Tahun 1996
yang menyatakan bahwa :

1) tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara;
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2) dalam hal tanah negara tersebut merupakan kawasan hutan, maka pemberian
nya dapat dilakukan setelah tanah yang bersanghkutan dikeluarkan dari statusnya
sebagai kawasan hutan.

Dari sim jelaslah bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah
hanya tanah negara, bukan tanah yang ada haknya selain tanah negara. Apabila tanah
tersebut telah dikuasai dengan hak tertentu sebelumnya, maka tanah tersebut harus
lebih dahulu dilepaskan oleh yang empunya baik melalui penetapan pemerintah
maupun secara sukarela sehingga status tanah tersebut menjadi tanah negara baru
kemudian diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
status HGU (Parlindungan, 1998:162).

2.3.1.2 Hapusnya HGU
Dalam UUPA dinyatakan bahwa HGU dapat hapus atau dihapuskan,

sebagaimana diatur dalam pasal 34 UUPA yaitu bahwa HGU dapat hapus karena :

a. jangka waktunya berakhir:

b. dihentikan sebelum jangka waktunva berakhir, karena sesuatu syarat tidak

dipernhi;

¢. dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;

d. dicabut untuk kepentingan umum;

e. diterlantarkan;

f tanahnya musnah;

8. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2)1UPA,

ad. &. Jangka waktunya berakhir, dapat diartikan bahwa hak ini diberikan untuk
waktu yang tertentu, yaitu 25 — 35 tahun dan apabila tidak diperpanjang maka
setelah masa perpanjangan tidak diperpanjang lagi, maka tanahnya kembali
menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

ad. &. Oleh karena HGU diberikan dengan obyek tertentu dan syarat-syarat tertentu
dalam penggunaan ataupun syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya
ataupun syarat-syarat tertentu untuk memperoleh hak tersebut. Maksudnya
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adalah syarat dalam penggunaannya, maka dalam hal ini perlu diingat akan 3
(tiga) kegunaan dari pemberian hak tersebut, yaitu untuk pertanian (termasuk
perkebunan), perikanan dan untuk peternakan. Dalam surat keputusan
pemberian haknya itu akan dicantumkan salah satu dari kegunaannya sesuai
dengan permohonannya, apabila temyata tidak digunakan tidak sesuai dengan
apa yang domohon maka hak tersebut berakhir sebelum jangka waktunya
berakhir.
ad. c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum Jjangka waktunya berakhir, maka
ini merupakan kebebasan dari pemegang hak bahwa dia ingin menghentikan
usahanya sehingga tentunya haknya tersenut dabatalkan dengan pernyataan dari
yang bersangkutan tentang pengembalian hak tersebut kepada negara sebelum
Jangka waktunya berakhir,
ad. d. Dicabut untuk kepentingan umum misalnya untuk pembangunan Rumah Sakit,
sekolah dan lain sebagianya.
ad.e. Diterlantarkan oleh pemegangnya, artinya tidak diusahakan sebagaimana
mestinya sesuai atau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tjuan daripada haknya.
ad, f Musnah yang dimaksud di sini adalah disebabkan oleh bencana alam seperti
tanahnya longsor, terkikis oleh aliran sungai atau abrasi pantai. Dengan
musnahnya tanah tersebut berarti pemiliknya tidak dapat lagi memanfaatkan
tanah itu meskipun hak tersebut jangka waktunya belum berakhir,
ad. g Melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UUPA tentang subyek
hukum yang dapat memperoleh HGU.
Dengan demikian, dengan hapusnya HGU maka tanah tersebut menjadi tanah
dengan status Tanah Negara.

1.3.1 Pengertian Hak Milik
Menurut pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak Milik adalah “Hak
furun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan
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mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialibkan kepada pihak lain”. Hak

Milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh™ yang dapat dipunyai orang atas tanah.
Pemberian sifat m1 tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak “mutlak”, tidak
terbatas dan tidak dapat dipanggu gugat sebagai hak eigendom. Dengan demikian,

maka Hak Milik mempunyai ciri-cini sebagai berikut

1)

2)

3)

Turun-temurun;

Artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari
seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli wanisnya.

Terkuat;

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara Hak-hak
atas tanah yang lain.

Terpenuh;

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha
pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.

4) Dapat beralih dan dialihkan;

3)

Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan;

6) Jangka wakiu tidak terbatas (Chomzah, 2002:6).

2.3.2.1 Subyek dan Obyek Hak Milik

Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang dapat

mempunyai Hak Milik adalah :

a.

b.

Warga Negara Indonesia;
Badan-badan Hukum yang ditunmjuk oleh pemermtah melalu Peraturan
Pemerintah (PP No. 38 Tahun 1963) yang meliputi :

1. Bank-bank milik Pemerintah:

2. Koperasi,

2. Badan-badan sosial dan keagamaan.

Khusus terhadap kewarpanegaraan Indonesia, maka sesuai dengan pasal 21

ayat (4) UUPA ditentukan bahwa “selama sesecorang disamping kewarganegaraan
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Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini”".

Sedangkan menurut pasal 21 ayat (3) UUPA, menentukan bahwa “Orang
asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak Milik, karena
pewarisan lanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula
warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu,
di dalam jangka wakiu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu, Hak Milik tersebut tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus
karena hukum, dengan ketentuan Hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung "

Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik
adalah hanya Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

2.3.2.2 Hapusnya Hak Milik
Sesuat dengan pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus oleh karena sesuatu hal,
meliputi ;
a. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:
l. pencabutan hak; (UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas
Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya)
2. penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; (KEPPRES No.55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)
3. diterlantarkan; (PP No.36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar)
4. ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).
b. Tanahnya musnah.
2.3.3 Pengertian Tanah Negara
Menurut Pasal | angka 2 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1999, menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang menganut konsep negara “menguasai” dalam hubungan antara negara dengan
tanah adalah negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat mempunyai
kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
serta menentukan dan mengatur hubungan hukum serta perbuatan hukum yang
berkenaan dengan bumi, air dan ruang angkasa. Walaupun hak menguasai negara
meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa, namun disamping adanya Tanah Negara
dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dikuasai oleh perorangan maupun
badan hukum.

Dengan demikian, maka yang disebut Tanah Negara adalah tanah-tanah yang
tidak dilekati dengan suatu hak yakm Hak Milikk, HGU, Hak Guna Banpgunan, Hak
Pakai atas Tanah, Hak Pengelolaan dan tanah Hak Ulayat serta Tanah Wakaf
Adapun ruang lingkup Tanah Negara meliputi juga :

a) tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;

b) tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunvya dan tidak diperpanjang lagi:

¢) tanah-tanah yang pemegang haknya meningga dunia dan tanpa ahli waris;

d) tanah-tanah yang diterlantarkan;

e) tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umuwm sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.(Sumardjono, 2001:61)

2.3.4 Pengertian Tanah Terlantar

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang dimaksud dengan tanah
terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang
hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah
tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Pemegang hak yang dimaksud disini adalah pemegang hak milik. HGU, hak
guna bangunan dan hak pakai, khusus untuk tanah yang dihaki dengan HGU dapat
dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tdak
dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan fujuan
haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Jika hanya sebagian dari bidang tanah
HGU yang memenuhi kriteria tanah terlantar maka hanya sebagian tanah tersebut
yang dapat dinyatakan terlantar.

Oleh karena itu tanah HGU harus dipergunakan untuk usaha pertanian dalam
arti luas, yakni untuk usaha pertanian tanaman pangan termasuk perkebunan,

perikanan atau peternakan,

2.3.5 Tata Cata Pemberian Hak Milik

Berdasarkan pada pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka permohonan Hak
Milik atas Tanah Nepara diajukan secara tertulis oleh pemohon yang ditujukan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan. Permohonan hak milik tersebut memuat -
1. Keterangan mengenai pemohon :

a, apabila perorangan : mama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya vang masih
menjadi tanggungannya,

b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat
yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum vang dapat
mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
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a. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat
kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan
atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akia PPAT, akta
pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebutkan tanggal dan nomornya);

¢. jemis tanah (pertanian/nonpertanian),

d. rencana penggunaan tanah;

e. status tanahnya (tanah hak/Tanah Negara).

3. Lain-lain

a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. keterangan lain yang dianggap perlu,

Setelah berkas permohonan diterima, kemudian Kepala Kantor Pertanahan
meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak
Milik atas tanah dan memerksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya
dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi lak Atas
Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksa
Tanah A, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian
Hak Milik atas Tanah yang dimohon. Apabila keputusan pemberian Hak Milik tidak
dilmpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan
yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala
Kantor Wilayah, yang disertai pendapat atau pertimbangannya.

Setelah meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah serta
mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah yang dimohon.
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Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut
kepada Menteri yang disertai pendapat atau pertimbangannya.

Menteri meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah dengan
memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah, kemudian
setelah itu Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah
yang dimohon. Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut disampaikan kepada
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya surat

keputusan tersebul kepada yang berhak.

2.3.6 Tata Cara Pemberian HGU

Menurut pasal 20 ayat (1) PMNA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999, permohonan
HGU diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah,
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan. Permohonan HGU tersebut memuat
1. Kelerangan mengenal pemohon :

a. apabila perorangan - nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya;

b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya vang meliputi data yuridis dan data fisik -

a. dasar penguasaan dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan
milik adat dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebutkan tanggal dan nomornya);

¢. jenis usaha (pertanian, penkanan atau peternakan)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3. Lam-lam :
a  keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
dimiliki, termasuk bidang tanah vang dimohon:
b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah berkas permohonan diteliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis
dan data fisiknya serta memeriksa kelavakannya oleh Kepala Kantor Wilayah,
selanjuinya Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah
B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah. Hasil pemeriksaan
tanah tersebut dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

Dalam hal keputusan pemberian HGU telah dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Wilayah (luas tanah maksimum 200 Ha), setelah mempertimbangkan
pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah B atau petugas yang ditunjuk, maka Kepala
Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan Pemberian HGU atas tanah vang dimohon,
Jika keputusan pemberian HGU tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah,
maka bekas pemohonan tersebut diteruskan kepada Menteri.

Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yundis dan data fisik atas
tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Wilayah serta memeriksa kelayakannya, maka Menteri menerbitkan
Keputusan Pemberian HGU atas tanah yang dimohon,
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3.1 Pelaksanaan Peralihan Tanah Bekas llak Erfpacht menjadi Hak Milik atas
Tanah Perkebunan pada kebun Katajek

Masalah-masalah tanah HGU merupakan masalah yang mendominasi konflik-
konflik agraria khususnya mengenai penguasaan atas tanah, masalah pertanahan
tersebut adalah warisan konflik agraria kolonial. Hal im terjadi karena HGU
merupakan konversi hak barat, yaitu Hak Erfpacht menjadi hak yang diatur dalam
UUPA vaitu HGU., Keberadaan lak Erfpacht vang sangal luas menimbulkan
masalah, karena banyak pemegang hak tersebut dalam kenyataannya tidak
mengerjakan semua tanah vang dikuasainya, hal i menimbulkan masalah baru
karena sebagian tanah-tanah yang diklaim sebagai Hak Erfpacht yang tidak
dikerjakan oleh pemegangnya juga dikerjakan oleh rakyat baik atas misiatif sendin
maupun atas dasar perintah dan pthak-pihak yang berkepentingan (pihak Jepang).

Pada masa sekarang hal tersebut menimbulkan masalah karena terjadi tark-
menank kepentingan antara petam penggarap/rakyat dengan pihak pemermtah
maupun pemegang modal. Perebutan penguasaan atas tanah antara petani
pengearap/rakyat dengan pihak pemerintah maupun pemegang modal memmbulkan
masalah yang berkepanjangan bahkan mengarah pada konflik sosial. Tindakan
penguasaan atas tanah bekas Hak Erfpacht terjadi pula pada tanah Ketajek.

Permasalahan tanah berawal ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942,
sejak tahun 1942 kebun tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya (Belanda)
sehingega menjadi kebun terlantar. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1955 kebun
tersebut dikuasai dan dikelola oleh TAN TIONG BIK (warga negara asing),
kemudian sesudah tahun 1955 kebun tersebut ditinggalkan dan kembali menjadi
kebun terlantar. Mehhat keadaan demikian akhimya kebun tersebut atas imisiatif
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sendii  dikuasai oleh masvarakat untuk digunakan sebagai perkampungan dan
pertamian serta ditanami dengan tanaman kopi.

Pada tanggal 26 Mei tahun 1964 kebun tersebut dinyatakan sebagai salah satu
kebun terlantar melalui  Surat Keputusan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria
No.SK.50/KA/64 yvang memutuskan

PERTAMA ; Terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan i,
MEMBATALKAN bekas Hak Erfpacht yang terdiri atas persil-
persil “Kebun-kebun Terlantar” pada daftar terlampir, yang
peruntukannya kemudian dibagikan dalam rangka Landreform :

KEDUA : Menginstruksikan kepada :

1) Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran
Tanah Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pencatatan
hapusnya bekas Hak Erfpacht seperti termaksud dalam
diktum “PERTAMA”™ surat keputusan ini ;

2) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur supaya keputusan
tersebut  pasal “PERTAMA” surat keputusan  im
diberitahukan dengan jalan hukum kepada pemegang yang
bersangkutan;

3) Panitia Landreform Tingkat I yang bersangkutan untuk
menyelesaikan tanah tersebut diktum “PERTAMA™.

SK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agrana Propinsi
Jawa Timur dengan menerbitkan SK Nomor - I/Agr/6/122/HM/I tentang Pemberian
Hak Milik dalam rangka Landreform pada tanggal 17 Desember 1964, akan tetapi
belum dapat dilaksanakan secara penuh mengingat situasi dan kondisi pada waktu it

Sesuai dengan ketentuan yang berlaky ( pasal 9 ayat (2) jo. pasal 10 ayat (2)
PMNA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999) di atas tanah HGU (bekas Hak Erfpacht) dapat
diberikan dengan Hak Milik atau Hak Pakai melalui pelepasan hak oleh pemegang
HGU. Setelah hak tersebut dilepaskan olch pemegang haknya maka status tanahnya
memjadi Tanah Negara vang kemudian dimohonkan dengan Hak Milik atau hak
lainnya yang diatur dalam UUPA.

Dalam  kenyataannya, proses peralihan kebun Ketajek (bekas Hak
Erfpacht/tanah HGU) menjadi Hak Milik atas nama masyarakat Ketajek (penerima
redistribusi tanah dalam rangka Landreform) tidak melalui pelepasan hak olch
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pemegang haknya, Namun demikian prosedur yang dilalui adalah dengan penctapan
pemerintah melalm Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agrania Nomor:
SK.50/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 yang menyatakan kebun tersebut sebagai kebun
terlatar dan untuk dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform, yang
ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur dengan
menerbitkan SK Nomor [1/Agr/6/122/HM/T  tentang Keputusan Pemberian Hak
Milik dalam rangka Landreform pada tanggal 17 Desember 1964.

Menurut pasal 34 huruf ¢ UUPA maka HGU hapus karena tanahnya
diterlantarkan. Oleh karena HGU-nya hapus, maka status tanahnya menjadi Tanah
Negara, sehingga siapapun termasuk badan hukum berhak mengajukan permohonan
dengan sesuatu hak asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, meskipun tanpa melalui proses pelepasan hak dari pemegang
haknya, akan tetapi karena proses peralthan HGU menjadi Hak Milik melalui
penetapan pemerintah atas dasar pasal 34 huruf ¢ UUPA maka peralihan tersebut
adalah sah menurut hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun belum
dilaksanakan secara penuh Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (penetapan
pemeriniah) dan belum didaftarkan atas nama pemegang haknya dalam hal im
masyarakat Ketajek vang menerima redistribusi tanah tersebut sesuai dengan PP
No.10 Tahun 1961 jo. PP No.24 Tahun 1997, sehingga secara yundis tanah tersebut
(kebun Ketajek/bekas Hak Erfpacht) adalah sah milik masyarakat Ketajek denpan
status Hak Milik.

3.1.1 Proses Perolechan HGU atas Tanah Perkebunan di Ketajek olch
Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP)
Proses perolehan HGU atas tanah perkebunan oleh PDP di wilayah Desa
Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember tidak lepas dari sejarah
penguasaan tanah oleh rakyat dan proses penguasaan oleh pihak PDP.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

Permasalahan i berawal ketika tahun 1942 kebun (Ketajek 1 dan Ketajek 1I)
tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya sehingga menjadi kebun terlantar,
Pada tahun 1951 sampai dengan 1955 dikuasai dan dikelola oleh TAN TIONG BIK
(warga negara asing), sesudah tahun 1955 ditinggalkan dan kembali menjadi kebun
terlantar. Melihat kondisi demikian atas inisiatif sendiri, oleh masyarakat setempat
dikuasai dan dikelola untuk perkampungan, pertanian dan tanaman kopi.

Pada tabun 1964 melalui SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor
SO/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 kebun tersebut dinyatakan sebagai kebun terlantar
dan untuk dibagikan dalam rangka Landreform, yang ditindaklanjuti oleh Kepala
Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur dengan menerbitkan SK Nomor
LVAgr/6/122/HM/TTI tentang Pemberian lak Milik dalam rangka Landreform, akan
tetapi belum dapat dilaksanakan sccara penuh mengingat situasi dan kondisi pada saat
i

Namun demkian pada tanggal 2-7-1972 pihak Perusahaan Daerah
Perkebunan (PDP) dalam hal ini Bupati selaku Direktur Utama PDP mengajukan
permohonan HGU atas tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No.2712 dan
Verponding No.2713 vyang dikenal dengan nama kebun Ketajek I dan Ketajek 11
seluas 477,87 Ha yang berlokasi di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti
Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dengan permohonan PDP atas tanah HGU
terscbut, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor
12/ HGU/DAST4 tanggal 29 Agustus 1974, yang memutuskan :

|) Menegaskan bahwa eks Hak Erfpacht Verponding No.2712 dan
Verponding No.2713 atas tanah perkebunan Ketajek | dan 1l luas
seluruhnya 477,87 Ha adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara
berdasarkan SK Menteri Pertamian dan Agraria tanggal 26-5-1964
No.SO/KA/64,

2) Menyatakan dalam SK. Menteri Pertamian dan Agraria No.50/KA/64,
sepanjang yang menctapkan tanah perkebunan dimaksud untuk dibagikan
dalam rangka Landreform, tidak berlaku/dibatalkan;

3) Memberikan HGU ke Perusahaan daerah Perkebunan (PDP) Kab. Jember
atas tanah perkebunan Ketajek [ dan 11 seluas 477,87 Ha dan berakhir
haknya tanggal 32 Desember 1999 dan telah diterbitkan sertipikat.
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SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 12/HGU/DA/74, inilah yang menjadi
dasar hukum bagi pthak PDP untuk menguasai dan mengelola perkebunan tersebut.
keberadaan SK. HGU tersebut menyalahi atau tidak sesual dengan prosedur yang
telah ditentukan, mulai dari proses pengajuan permochonan hak hingga terbitnya SK
tersebut. Hal m dikarenakan. menurut pasal 13 PMNA No.ll Tahun 1962,
menyatakan bahwa dikecualikan dari pemberian HGU, bagian-bagian tanah bekas
area perusahaan kebun besar, yaitu : (a) sudah merupakan perkampungan rakyat; (b)
telah diusahakan oleh rakyat secara menetap; (c) diperlukan oleh pemenntah.
Sedangkan SK Menten Dalam  Negen Nomor : [12/HGU/DA/T4 tidak
mempertimbangkan hal-hal tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan data-data dan fakta yang ada, SK Menteri Dalam Negen Nomor
12HGU/DA/T4 tersebut, meskipun telah membatalkan SK. Menteri Pertanian dan
Agraria Nomor : SO/KA/64 yang menetapkan tanah perkebunan dimaksud (kebun
Ketajek 1 dan II) untuk dibagikan dalam rangka Landreform, akan tetapi SK Menteri
Dalam Negen Nomor : 12/HGU/DA/74 berlaku mulai pada saat itu (tahun 1974),
sedangkan pada saat pengajuan permohonan HGU oleh pthak PDP (tahun 1972), SK.
Menteri Perlanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64 masth berlaku yang berarti status
hukum tanah tersebut (kebun Ketajek I dan II) adalah Hak Milik, hal ini dikuatkan
dengan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur Nomor:
[/Agr/6/122/HM/IIT tanggal 17-12-1964 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka
Landreform atas nama masyarakat Ketajek, meskipun belum didaftarkan sesuai
dengan PP No. 10 Tahun 1961 (pada saat itu),

Oleh karena itu apabila pihak PDP ingin mengajukan permohonan HGU atas
tanah tersebut, pihak PDP harus melepaskan hak atas tanah-tanah masyarakat
Ketajek, vaitu dengan melepaskan hubungan hukum dari pemegang hak atas tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian. Dalam kenvataannya meskipun pihak PDP
telah membenkan ganti rugl, akan tetapi yang diberikan panti rugi hanyalah
tanamannya saja. Hal mm didasarkan pada SK Bupati KDH Jember Nomor ; 38
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tanggal 10 November 1973 tentang Pembentukan Panitia Pengalihan hak atas
tanaman Kebun Ketajek I dan II, yang menetapkan :

a) Inventarisasi tanaman perkebunan yang akan dialihkan
kepemilikan/penguasaannya ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP)
Kabupaten Jember;

b) Menetapkan besarnya ganti rugi tanaman dengan harga wajar;

c) Melaksanakan pembayaran ganti rugi ke para pemlik/penguasa tanaman
dengan membuat berita acara pembayaran No.9 PN/1973 tanggal 17-12-
1973

Sehingga seharusnya pihak PDP memberikan ganti rugi tanahnya melalw
pelepasan hak. Menurut ketentuan yang berlaku (PMDN No.5 Tahun 1973 jo.
PNMA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999) apabila tanah yang diperlukan oleh perusahaan
tersebut adalah tanah yang berstatus Hak Milik atau hak lain vang tidak sesuai dengan
Jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan perkebunan, maka harus melalw pelepasan
hak dari pemegang haknya yang semula.

Dengan demikian dalam pengurusan hak-hak atas tanah dan pemberian
sesuatu hak atas tanah , maka panitia pemeriksa tanah dalam melaksanakan tugasnya
harus mempertimbangkan segala aspek pertanahan, mengingat fungsi dan peran tanah
yang sangat penting bagi kehidupan manusia, selingga dengan mempertimbangkan
semua aspek dalam pemberian hak atas tanah maka akan membenkan kepastian
hukum (hak) kepada subyek hukum atas tanah, tanpa menimbulkan gejolak dalam
masyarakat, dengan kata lain bahwa dalam pembenan suatu hak atas tanah dapat
dipertanggujawabkan dan segala aspek kehidupan masyarakat.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Penggarapan Masyarakat atas Tanah
Perkebunan Ketajek.

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang
atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberikan jamman
kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi
seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap ganggungan dan pihak lain
{(Sumardjono,2001:159).
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Selam memberikan jarmnan kepastan hukum, negara berkewajiban untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dipunyai seseorang
atau masyarakat hukum adat. Merupakan suatu kenyataan bahwa di satu pihak untuk
memperoleh sebidang tanah relatif tidak mudah bag kebanyakan orang, sedangkan di
pihak lain terdapat tanah-tanah eks-perkebunan, kehutanan dan lain-lain yang di masa
lampau tidak dipergunakan atau dinsahakan sesuail dengan tujuan serta sifat haknya
(diterlantarkan). Sehmgga dengan keadaan vang demikian memmbulkan akibat
penggarapan oleh rakyat (petani) atas areal yang diterlantarkan tersebut. Pada
umumnya secar de facto rakyat (petanmi) telah mengerjakan tanah tersebut secara
turun-temurun dan tidak jarang hal mi terjadi sepengetahuan atau dengan izin dari
pemegangnya atau kuasanya, namun demikian secara de jure keadaan tersebut tidak
ditindaklanjuti, karena rakyat (petam) pada umumnya tdak menyadan arti
pentingnya alat bukti hak atas tanah tersebut. Kelemahan yundis ini menimbulkan
permasalahan, ketika pada suatu saat areal tersebut akan/diambil-alih oleh pihak lain
yang hanya berpegang pada hal-hal yang bersifat yuridis formal semata (Mana S.W.
Sumardjono,2001:160),

Di dalam mencan kepastian hukum dan perhndungan hukum sebenarnya
petani mempunyai landasan hukum untuk berpijak, vaitu UUPA. Dengan berlakunya
UUPA maka kaum petani merasa lega karena harapan mereka untuk mendapat hak
atas tanah yang mereka tempati akan terpenuhi. Akan tetapi pada kenyataannya
banyak pemilik tanah yang sah kehilangan tanahnya tanpa ganti rug yang wajar, hal
i diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pejabal atau kekuasan
vang vang dmmiliki seseorang (pribadi) atau badan hukum (perusahaan swasta) yang
kaya.

Petani merupakan obyek masalah yang tidak pernah selesai untuk dibahas
terutama permasalahan wyang menyangkut nasib mereka, oleh karena mereka
merupakan tumpuan harapan di dalam meningkatan produksi pangan. Oleh karena itu
permasalahan yang pokok adalah menyangkut hak mereka untuk menggarap ladang
dan pertanian sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagal manusia, vaitu
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mempunyai tanah yang cukup untuk kehidupan mereka, akan tetapi tanah yang
merupakan idaman itu bukan menjadi hak milik mereka. Mereka hanya menggarap
tanah-tanah milik perkebunan atau PTP, tanah kehutanan adan tanah lainnya.

Salah satu tujuan Landreform yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber
penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, sehingga diharapkan dengan
pembagian tersebut dapat dicapai pembagian yang adil dan merata atas akses tanah,

Penguasaan tanah oleh masyarakat Desa Pakis dan Desa Suci (kebun Ketajek)
atas tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No.2712 dan Verponding No.2713 (kebun
Ketajek | dan Ketajek 1) merupakan perwujudan dari tindakan hukum yang mengacu
pada pasal 9 ayal (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, vaitu “tiap warga
negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama
untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil,
baik untuk diri sendiri maupun keluarganya"

Selain hal tersebut menurut pasal 6 UUPA bahwa “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”, Apabila dikaji lebih dalam makna dan fungsi sosial akan
tanah tersebut maka para petani atau masyarakat sekitar yang menggarap tanah-tanah
milik perkebunan swasta maupun pemeritah dalam hal ini dikarenakan tanahnya
terlantar/diterlatarkan atau tidak terawat berarti telah menjalankan fungsi sosial atas
tanah tersebut, yang mengandung arti bahwa hak atas tanah apapun yang dimiliki
oleh seseorang atau badan hukum tidak dapat dibenarkan bahwa tanah itu
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) hanya untuk kepentingan pihak PDP, apalagi
kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah haruslah disesuatkan dengan keadaan dan sifat daripada
haknya, sehingga bermafaaal baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang
menghaki maupun bagi masyarakat dan negara. Kepentingan perorangan  dan
masyarakat haruslah saling mengimbangi sehingga pada akhirnya akan tercapainya
tujuan pokok pembangunan, vaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagm

seluruh rakyat Indonesia.
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Kasus Ketajek merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan yang saling
berkaitan tetapi tidak selalu sejalan bahkan mungkin saling bertentangan satu sama
lam. Tanah obyek sengketa adalah Tanah Negara bekas hak Erfpach Verponding No.
2712 dan Verponding No. 2713 yang dikenal dengan nama Kebun Ketajek 1 dan
Ketajek 11 atas nama NV. Land Bouw My Oud Djember (LMOD) dengan luas
keseluruhan 477,87 Ha terletak di Desa Pakis dan Desa Suci yang berakhir haknya
tahun 1967. Pada tahun 1974 terbit SK Menteri Dalam Negeri Nomor :
12/HGU/DA/1974 tentang Pemberian HGU atas nama PDP Kabupaten Jember yang
berakhir pada tahun 1999, Sebelum SK tersebut terbit (tahun 1955 s/d 1974), kebun
tersebut merupakan kebun terlantar yang akhirnya dikuasai oleh masyarakat setempat
untuk pertanian dan tanaman kopi serta perkampungan.

Tindakan penguasaan tanah oleh masyarakat tersebut diperkuat dengan
terbitnya SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 50/KA/64, yang menyatakan
bahwa kebun tersebut adalah kebun terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka
Landreform, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi
Jawa Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor :
VAgr/6/122/HM/Il  kepada masyarakat setempat (Ketajek) dalam rangka
Landreform.

Berkenaan dengan status petani penggarap dalam hal i masyarakat sekitar
perkebunan Ketajek, PMPA No. 11 Tahun 1962 secara analogi dapat diterapkan
dalam kasus pemberian HGU m, yakmi adanya perlidungan hukum terhadap hak
garap masyarakat setempat. Pasal 13 PMPA No.11 Tahun 1962 tersebut menyatakan
bahwa bagian dari areal perkebunan yang telah diusahakan rakyat secara menectap
dikecualikan dari pemberian HGU dan apabila tanah-tanah tersebut perlu dimasukkan

dalam areal perkebunan, penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Mengapa terbit SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 12/HGU/DA/74 tentang
pembenian HGU atas nama PDP, padahal telah terbit SK Menteri Pertanian dan
Agraria Nomor : 50/KA/64 yang menyatakan bahwa kebun tersebut adalah kebun
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terlantar dan akan dibagikan dalam rangka Landreform yang ditindaklanjuti dengan
pemberian Hak Mihk melalui SK Kepala Inspeksi Agrana Propmsi Jawa Timur? dan
mengapa hak garap petani dalam hal ini masyarakat selempat tidak dikelvarkan dari
pembenan HGU kepada PDP pada saat itu?

Hal itu disebabkan karcna pertama, meskipun telah terbit SK Menteri
Pertanian dan Agraria Nomor : S0/KA/64 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi
Jawa Timur Nomor : I/Agr/6/122/HM/N], akan tetapi pelaksanaannya belum
dilaksanakan sccara penuh mengingat situasi dan kondisi pada saat itu yang
menyebabkan kebun tersebut belum dikelola secara efektif dan efisien schingga PDP
mengajukan permohonan HGU dan dipihak lain masyarakat penggarap tidak
mengajukan reaksi apapun oleh karena masyarakat penggarap pada waktu itu tidak
pernah berpikir untuk mengubah hak garapnya menjadi Hak Milik karena kebutuhan
kearah itu belum dirasakan. Kedua, disamping faktor keadaan tersebut dilandasi pula
oleh faktor ketidaktahuan bahwa tanah garapan itu dapat dikecualikan dari areal
HGU

Perolehan HGU atas tanah perkebunan Ketajek di dalam proses perolehannya
tidak sesuai dengan PMDN No.5 Tahun 1973 Jo. PMNA No.9 Tahun 1999, terutama
mengenal nsalah pemeriksaan tanah yang dilampirkan dalam pengajuan  HGU.
Seharusnya sebelum menempuh mekanisme permohonan HGU pthak PDP dalam
memperoleh tanah harus melalui proses pelepasan hak atas tanah-tanah masyarakat
Ketajek, vaitu dengan melepaskan hubungan hukum dar pemegang hak atas tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian, meskipun pihak masyarakat Ketajek belum
mendaftarkan tanah-tanah mereka sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997,

Secara teonitis, di atas tanah garapan tersebut dapat diberikan sesuatu hak atas
tanah bila atas permohonan penggarap dan pihak pemegang HGU dengan persetujuan
Menten Pertanian  dan  Menteri Keuangan bersedia melepaskan haknya untuk
kemudian menjadi Tanah Negara dan kemudian diberikan kepada penggarap dengan
Hak Milik atau Hak Pakai.
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Menurut pasal 8 PP No.224 Tahun 1964, menentukan bahwa tanah-tanah
obyek Landreform dibagikan dengan Hak milik kepada petani menurut prioritas
a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

b) buruh tani tetap pada bekas pemilik yang bersangkutan;

¢) pekerja tetap pada bekas pemilik yang bersangkutan;

d) penggarap yang belum sampai 3 (figa) tahun mengerjakan tanah vang
bersangkutan:

€) penggarap yang mengerjakan tanah dengan Hak Milik:

f) penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan
pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3),

g) penggarap yang lanah garapannya kurang dari 0,5 Ha;

h) petani atau buruh tam yang lainnya.

Oleh karena tanah yang dibagikan dengan Hak Milik sangat terbatas, maka di
dalam pembagiannya diadakan prioritas, yaitu sesuai dengan urutan-urutan petani
yang paling membutuhkan dan mempunyai hubungan paling erat dengan tanah yang
digarapnya.

Dengan perolehan Hak Milik tersebut posisi tawar menawar penggarap
menjadi lebih kuat. Hal mi dikarenakan, tanah yang berstatus Hak Milik pasti akan
meningkat nilainya dan terbuka peluang untuk pindah ke tangan pihak-pihak yang
bermodal lebih untuk menguasainya. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila
pemerintah memperhatikan nasib para petani penggarap sebagai perlindungan hukum
terhadap petani penggarap yang dalam hal ini masyarakat sekitar kebun Ketajek.

Oleh karena itu kearifan dan kebijaksanaan pemerintah sangat diperlukan
dalam mempertimbangkan pemberian hak kepada para penggarap yang justru pada
saat tanah diterlantarkan telah membuatmya menjadi berfungsi. Kalau memang dalam
kenyataannya pemilik tanah atau pemegang HGU telah menelantarkan tanahnya atau
dengan sengaja tidak mengusahakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
maka pemberian hak atas tanah baik Hak Milik maupun Hak Pakai bagi penggarap

yang telah turun temurun adalah sangat bijaksana.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.3 Penyelesaian Akhir Sengketa Tanah Ketajek

Dalam mencari  altematif penyelesaian konflik tanah  perkebunan
diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu
dari pthak pemermtah, masyarakat maupun pihak swasta. Jadi harus ada keadilan
yang sesual dengan porsinya masing-masing.

Untuk penyelesaian sengketa tanah Ketajek hdak semata-mata melihat dari
segi bekerjanya hukum secara otonom, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu
sebagai bagan dari bekerjanya segi-segi kehidupan masyarakat lainnya, seperti
ckonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya, sehingga penyelesaianmya tidak
akan memmbulkan permasalahan baru dikemudian han.

Apabila dalam pemberian perpanjangan HGLU masih terdapat keberatan dari
berbagai pthak khususnya dari pihak masyarakat (pemegang hak semula) terhadap
tanah yang termasuk dalam wilayah HGU, maka langkah yang ditempuh adalah
pertama, tanah yanp menjadi keberatan pihak masyarakat dikecualikan atau
dikeluarkan dari HGU yang diperpanjang tersebut, sedangkan yang kedua pemberian
perpanjangan HGU tersebut ditunda dahulu dan pihak pemegang HGU tersebut
menyelesaikan dahulu keberatan dan pihak masyarakat (pemegang haknya semula)
atau permasalahan yang muncul, baru kemudian apabila sudah selesai maka baru
mengajukan permohonan perpanjangan HGU.

Berdasarkan data vang ada HGU atas nama PDP telah berakhir haknya pada
tanggal 31 Desember 1999 dan telah dilakukan perpanjangan haknya melalu SK
KABPN Nomor 2ZHGU/BPN/2000 yang berakhir pada tahun 2024. Di dalam SK
tersebut dinyatakan apabila masih ada keberatan dari pihak masyarakat atas terbitnya
SK HGU tersebut maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang HGU (PDP)
untuk menyelesaikannya. Tanggungjawab untuk menyelesatkan yang dimaksud disini
adalah kewapban pemegang hak (PDP) yang merupakan implementasi dari pasal 12,
13 dan pasal 14 PP No.40 Tahun 1996 dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi
maka SK HGU tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf b PP
No.40 Tahun 1996.
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Adapun alternatif penyelesaian yang ditempuh untuk menyelesatkan sengketa
tanah Ketajek yang dimaksud disim adalah dengan melaksanakan SK Menteri
Pertanian dan Agraria Nomor ; 50/KA/64 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi
Jawa Timur Nomor : [/Agr/6/122/HM/T1, yaitu mengenai pemberian Hak Milik atas
tanah Ketajek kepada masyarakat Ketajek, supaya segera didaftarkan atas nama
masyarakat Ketajek sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997, dengan demikian apabila
ada pthak yang ingin mengajukan permohonan suatu hak selain Hak Milik, maka
harus dilakukan pelepasan hak dari pemegang sebelumnya. Dalam hal pthak PDP
mgin mengajukan permohonan HGU atas tanah Ketajek, maka pihak PDP harus
melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut dari pemegang haknya dengan cara
memberikan panti kerugian baik tanah maupun tanaman/bangunan vang berada di
atasnya.

Selain altemmatf tersebut di atas, altematif penyelesaian yang dapat ditempuh
adalah melalui kerjasama berdasarkan Pola Kemitraan yang merupakan hubungan
kerjasama terpadu antara masyarakal Ketajek (petam penggarap) dengan pihak PDP
vang saling menguntungkan, saling menghormati kedudukan masing-masing dan
saling membutuhkan,

Adapun maksud dan tujuan diadakannya Kerjasama Pola Kemitraan adalah
sebagai bertkut :

a. dicapamya pemberdayaan Sumber Daya Manusia masyarakat (petam) yang
handal dibidang pertanian khususnya tanaman kopr,

b. terwujudnya hubungan kerjasama yang setara, harmonis, saling menghormati,
saling membutuhkan dan saling menguntungkan;

¢. memberikan kepastian hukum penggunaan tanah bagi penerima Hak Milik
sehingga akan meningkatkan produktifitas tanah yang pada gilirannya akan
terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat (petani penggarap)
maupun peningkatan hasil usaha PDP Kabupaten Jember.

Berdasarkan kondisi lahan yang cocok untuk ditanami kopi, maka pola

kemitraan yang digunakan berupa pihak petani diharuskan menanam kopi dan hasil
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panennya kemudian dijual kepada pihak PDP dengan harpa dasar dipasaran atau
berdasarkan kesepakatan para pihak (masyarakat dengan PDP),

Oleh karena itu tanah tersebut tetap milik masyarakat dan dikuasai serta
dikelola oleh masyarakat, akan tetapi hasilnya dijual kepada PDP melalni koperasi
yang anggotanya terdin dari pihak PDP dan masyarakat Ketajek sendiri, kemudian

pthak PDP yang mengolah dan memasarkannya.
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BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN e

4.1 Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara

lain sebagai berikut :

4.1.1 a) bahwa peralihan tanah bekas hak erfpacht menjadi Hak Milik atas tanah
perkebunan pada kebun Ketajek adalah sesuai dengan prosedur yang
berlaku, yaitu dengan penctapan pemerintah melalui SK Menteri Pertanian
dan Agraria No.S0/KA/64 tanggal 26 Mei 1964 tentang Penetapan kebun
Ketajek sebagal kebun Terlantar dan untuk dibagikan dalam rangka
Landreform serta SK Kepala Inspeksi Agrana Propinsi Jawa Timur
No VAgr/6/122/HM/IIL  tanggal 17-12-1964 tentang Pemberian Hak Milik
dalam rangka Landreform atas nama masyarakat Ketajek, meskipun oleh
masyarakat Ketajek belum didaftarkan sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997,

b) bahwa proses perolehan SK HGU atas nama PDP tidak sesuai dengan
PMDN No.5 Tahun 1973 jo. PMNA No.9 Tahun 1999 terutama mengenai
risalah pemeriksaan tanah vang dilampirkan dalam pengajuan HGU telah
dimanipulasi sehingga seakan-akan telah dilakukan pelepasan hak oleh
pemegang hak yang semula, padahal dalam kenyataannya hanya dilakukan
pemberian tali asith (ganti rugi) atas tanaman milik masyarakat (pemegang
haknya);

4.1.2 bahwa scbagai konsekuensi pengakuan nepara terhadap hak atas tanah
seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberikan
jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih
mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap panggungan

dan pihak lain Oleh karena itu kearifan dan kebijaksanaan pemerintah sangat
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diperlukan dalam mempertimbangkan pembenian hak kepada para pengparap
tersebut vang justru pada saat tanah diterlantarkan telah membuatnya menjadi
berfungsi. Sehingga kalau memang dalam kenvataannya pemilik tanah atau
pemegang HGU telah menelantarkan tanahnya atau dengan sengaja tidak
mengusahakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka
pemberian hak atas tanah baik Hak Milik maupun Hak Pakai bagi penggarap

yang telah turun temurun adalah sangat bijaksana.
4.1.3 bahwa penyelesaian akhir dari sengketa Ketajek diperlukan peninjauvan kembah
pemberian HGU atas nama PDP dengan mengunakan ketentuan peraturan
perundang-undangan  vang berlaku, hal mi dilakukan guna mendapatkan

kepastian hak dan jaminan hukum bagi masyarakat Ketajek.

4.2 Saran
Dari uraian terscbut di atas maka saran-saran yang dapat penulis berikan
adalah sebagai berikut ;

421 Dalam pelaksanaan proses perolehan HGU oleh pihak PDP, seharusnya
ditempuh dahulu dengan proses pelepasan hak atas tanah dan diadakan
musyawarah dengan pihak masyarakat pemilik tanah mengenai besarnya ganti
rugi dan kemungkinan diadakanya pola kemitraan antara pihak PDP dengan
masyarakat (petani), sehingga dengan cara tersebut dapal meminimalkan
tegadinya persengketaan,

4.2.2 Bahwa redistnbusi tanah atas tanah perkebunan seharusnva diberikan kepada
pelani penggarap atau masyarakat yang dahulunya menguasat atau telah
mempunyai hubungan erat dengan tanah tersebut, mengingat sasaran dari
Landreform adalah untuk menpgadakan pembagian yang adil dan merata,
sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai taraf hidup petani yang lebih
batk.
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4.2.3 Penyelesmian masalah tanah bekas Hak Erfpacht yvang telah dikuasai oleh
masyarakat, tidak sebatas pada persoalan matenil saja vang dalam hal ini
mengenai ganti rugl, akan tetapi dalam konteks persoalan pemenuhan
kebutuhan akan lahan garapan maupun lahan permukiman bagi masyarakat
yang mendesak. Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran akan kebijaksanaan
dari pemeritah dalam penanganan permasalahan pertanahan yang berdasarkan
pada keadilan, kesejahteraan dan pemerataan akan pemanfaatan sumber daya

alam.
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BADAN PERTANAIIAN NASIONAL

e ————

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEITANATIAN NASIONAL
NOMOW : 2 /1Gu/BEN/ 2000
TENTANG
PEMBIERIAN T EIRPANIANGAN TANGEKA WAKTU TATC GUNA USATTA
ATAS TANAILL TERLIETAK DL KARUPATEN JEMUTIL, PROTINST JAMWA FIATUR

KEPALA BARAN PIITANATIAN MASTOMAL.

e . Byral permohonan el jangka skl Lok Lo Usilin  dad PD.
perkebunan  Kubupaten Jember  vangga) 12 Wl LUUR nomar
L‘.I1|"{1'|I|.?.|"1L‘J{1."~'1Z'|6.f:|.'”‘_}k".. besorta suval-suril. Y herlubwngan  dengan
permahoma lersebul, iy

hinhung + gt babiwa 1D Perkelnan Kabupulen Jernber adalah Badan Mk berdasarkan
Kepulusui Gubermur Kepala Daeeah Tingkal | Jawa Timur lopegal 23 Agusius
1989 nunmwr 250/ tabun 1989 didefarkan  pada Kamor Pendallaran
perusalinan Kubupaten Jember tanggal 13 April 1950 nomar 13076600007,
dan telah nemenuhi syl sehugai subyck [tk

ls, Loliwn lonah yang dimohion perpanjnisn fangka ikl |1k Cuna Usaha
dikenal denin NE Perkebummt Ketaiik | dun 1 lerletak Ji Kesimaian Panti,
Falpaten Jember, Prapitisi dawa Cingur, berdasnrkun Senipikul anggal |
Cikioher 1974 nomat 3 rakis dan Syci sehuns 4 778,700 m?, bierslalus 11ak Guna
Wsala, lepental s o M. Perkehunar  Kabipileit tember diper:}lch
berdusakan Suval epulusan wenter Palam Mepert B | Jipektur Jendetal
Aprarii tanggal 20 Apusti 1974 noinat Wit 12GUDALT, Jan haknya akan

lyernk s pisda et 31 Descniber 1999

¢, bl Foepaia Llias Pephechumin et Jisa i dempin surilngs Ll
g escinber [B9T et .":‘J.'i.fl.1Il{;-‘.-’-‘.‘f'HJ'.?.ln"I‘}'J".?. ek Ll
perkebunini Ktk 1 don i lgrdnsarkan hasil Rlasitiknsi Perkebunan esar

Bpnsta lehu 1997(1994 sepmnsith kebun wdos 1 (sdd)s

d. Daliwa Paniti pemmeriksn Tanalt (Pamitin 19 trapinsi e Timur dalam

EEER IR fanepal 1Y Cktober 1999 patave UIf'ié‘»‘-"l5'|'I~!."|]k.i'L.'FJ.f'\'Tl!\'l.l'l‘:“]”]'.

ey lakan bl terlidig tonale Y Gl erseinl, perdupal gupatan
st syl dhitn kit tersebul Loty diputos alelr Peppadilon Teger
Jenther langal g Juni 1998 nuomed PR PO LYORIPN L, yang amar
ety melio Lok g (il paihatk Penppigit (o okt dun saal i
per kel ersebul pida nglkat Danding i Pengits

Ll Lo et Timur.

o Dyl Kepala Ranior Partanahan Rabuprien Jember il Surtnys tunggal 14
June 2000 et 433.353.4-43, prenyarkan bishwa RIS penppugal dengan
ariloyn  nggal 11 Duscimbet | B g T!l--l-’.-’\.;lk'.1‘«.]1#5['-’)(&1(9‘) 1elnh

enheahul ek yanik sunt s mediing siakag prases Pt | RS Banding
Qi Pengidilon Tioggpl, yHRE ditunngkaun  datons Pty NG Pencnbuban
Pernahatn anding gt 7 Frinaned - ZOLRE g I.il'.u'i'tll.f_h"ﬁ‘.?'LI'EFI.’N.Jr
e Y2 TR,

$ Ll L
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[ balwviy Kepala Kantor Wituyah Dadan Pertonahae. Nagwnnl ropinss  Tawa
Fimwr, doda sariloya mggal 10 Desember 1999 nomor 540,235-15028 o
el 14 Lt 2000 pomenr SALZAS2 16, nenyampaikae perlimbangan
wilple keputusan pemberian porpaniaagan fngka swakiu Hak Gooa Usaha atas
ot perkebunan ferscbul diseeabikon kepdda Kepaly ndan Pertanahan
Nasionul.
. buliwa boerdasarkan hal<hial tersebut diptas, naka dipandang telab cukup alasan
nptuk mempertimbapkan pemberiin perpiangan jogks wasto Jlax Gun
Ulsahy nbis leboby porkebtingn  Kehidgik  F oalan | kel PLY, P'erkiebunan
Kabupaten Jember.
i o b Ui -Ynedong. Mo 5 thos PYG0CEembirs e il 196 Namor

104,
2 Peiatuiin Pemierntal Moo A0 a6 Lembaran MNepoaeo oy 1996
Bmcr S8
3, Perturan Pemerininh Momor 24 tahon 1997 (Lembamn Megara ahan 1997
nueier S99,
4. Keputusan Mresidens Nomor 26 taihuan 1988
5, Keputusun Presiden homor 154 Lihun [99Y
6, Peraturnn Merterd Negura AgrndadKepula Badan Pertaniliag Nagivnl Nomar
tabiun 1997, ;
7, Pernturin Menterl Negara Agrnrin/Kepala Hadon Pertenslan Mesional Nomor 4
hun 1998 ju, Peratuean Menterl Negurn Agrrin/Kepaln Hidan Mertanahian
Musivnnl apmor G G 19938
8 Peraturm Mentun Negars Agrarin/Kepl Dadion Pestatshan Magicnn] Namor 3
tahun 1999
; U, Persluran Menter Negir Agiacia/Bopalie Badisn Pecanalipn, Masional nomor 7
HINTT .
10, Keputugan Kepala Badan Pestaihan Nasional oo 15 taleei 1 994

MEMUTUSIAN

et ki ;

BEANMS - Momberikan perpaajanean fungka waki Lok Cuoe Usaha gooer 3fMukis dan
Sucl. Sertipikat tanggal | Oktober 1974, selon 25 (Gt paluby How) ahon sejak
bernklimmya |k Gums Usaha tanpgia! 31 Deseniber 1999 kepada P, Perkebunan
Kabupaten Jember, bekedudukam i Jember, atas linah perkebiinan Ketagik | dan
1 osehias 778,700 we? (empal ot tojudsabug ol pulab deligsan iba tujuh ratus
meter perseni), terletnk di Keesatan Panli. Kabupaten Jember, Propingi Jawa
Thmur, sebagaiomma  diarnikan. dulom Sural Ukue Tanaly Lanpaal 29 Desember
FR91 nomer 1B9Y Jdan tanggal 29 Desember 89 nomor 100,

IUA C Pembering perpaniangan jongka swakla Tk Guise Usali jersebut pada Diklum
Pertanaa Keputusan ind disertial syar dan keteatuin sebugoi berikat

@ Apabita terbadap pemberian perpaniamgin jaonglka wakiu ik Guni Usaha ini
i lerdapnt funtutan dud nmsyasskal, menjuedi tmggung jasab sepenulmyn
i d peeneriine halk

b, ‘Panali vang diberikan perpanjangan gk wakle Thak Gons Usabia inh harus
dipergunekan untuk usabie peckebuvan, dengan joms lnnaman. yung lzlal
endigsat perselajui did Tastonsi leknis,

e Pepertia perpinjongm Jangka wikto Tk Giuna Vsl diwajibknn untuk
piengusaliclan perkebunun i seearn  produktily sesuai dengan kelayakan
usehia bordiasarkan kriteria vang ditetapkan eleh Instansi lekais,

(. Penerima  pedpaniangan fanpky waktu Tk Guna Usaba disajibkan untuk
membanpun secta memelibine prasamon Biagkungan dan fasiiites lanah dlalam
wreal 1erselwl

e Penerbmn prerpnijanean fanghka wakin [lak Gunae Usaha divvagilkon wniuk
rereliliar kesulwen fanah, sencegnh keowsakin sunher daya alam dan
mienjogen kelesin kemampuad lngkunsoe fidhup, sesum dengan peralaran

perunilanp-undangan yang berlako
i Hnlmpws'
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ALAN T Repodusan oo mwdan berloku sejok tangpal ditcspkan, dengan kKetentuan apabila
eihemdizn hai terdapit kekelivmanfkesalalim, akan ditingan kembali sebapnimana
sy !
BELE TARPEAR I & IAKAIN LA
PALIA T ANGUAL 21 JANUNRT 2000
AN KE l’*"'u]. f'"t DBAJIAN PLERTANAIL |f"l.N NASIONAL
/.T’.;:€ WA :‘J&%Kll KL ALy,
o b
) F—"_‘ O e ‘;"::I
E
il I.fll 5 e ]
II:I'I I|I| II'
-.'\. P g ...' / S F
Iml It lLHlI A, MNasoclion, MSe., Ph L),
NI 130367083
imdu:

Nerkebunan Kabuputen Jember
it 3 J1 Gagah Mada nomwor 361, Jenber,

lalui Kepalo Kovtor Wilawal Dadin Perannhan Nasianal
Prapinsi Jwwa Thimur, Suepbaga. )

ubusan Kepulusan ini disampaikan kepada -

Deputi Brdang Mak-Flok Alas Tonal, Badan Pertannlun Nasional, Jakirta,

Dircktur Jenderal Perkebunm, Departemen Keliatanan don Perkelonn, Jakarto,
Gubernur Kepala Dacealy Tinghat [ hawa Timur, Surabaya.

Dircktur Pengurusan [ lak ok Alas Tanah, Badon Pectanahan Masionad; Jokirt
Kepala Biro Keuangan Badan Pertunahan Nasional, Jukata,

Kepala Biro Hukum dan Tlubuigan Mesyarakal, Badan Pectanahin Nasional, Bk,
Kepalo Kantor Wilayah Budan Pectavalion Nasional Propinst Jawa Finvar, Sarabuya
Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jusa Tinvar, Surabiya,

Bupati Kepata Daerah Tingkat 11 Jember, Jember
Kepala Kantor Pertannhian Kabupaten Jember, Jember,

Kepala Kantor Perbendabarann Negara dan iKas Negara, Jenber,
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